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Menteri PAN danRB, pelaksanaanproses pembangunanzona integritasharusdilaksanakandenganperencanaanyang baik, karenadi sini
akanmenentukankeberhasilanataukegagalannya. Untukitu diperlukanpembinaanolehUnit PenggerakIntegritas(UPI) yang secaraex-
officio dilaksanakanolehAparatPengawasIntern Pemerintah(APIP) masing-masingK/L/Pemda.

Setelahproses pembangunanZI berlangsungdalamwaktuyang cukupmemadai, pimpinaninstansipemerintahyang sudahmemperoleh
opiniminimal wajardenganpengecualian(WDP) dari BPK melakukanidentifikasiunit kerjayang dipandangberkinerjabaik, dandapat
diusulkanmenjadiunit kerjayang berpredikatWBK. SelanjutnyadapatdiusulkankepadaMenteri PAN danRB untukdilakukanpenilaian.

Penilaianini dilakukanolehTim Indenendenyang beranggotakanKementerianPAN danRB, KPK, ORI danunsure terkait yang dianggap
perlu. Ada duaindicator yang digunakan, yaitu indikatormutlak, danindikatoroperasional. Indikatormutlakberupaminimum 
requirementharusdipenuhi, sebagaipre requisiteuntukpenilaianselanjutnyaberdasarkanindicator operasional.

Indikatormutlakmeliputinilai minimum indeksintegritasberdasarkanpenilaianKPK; danindekskepuasanmasyarakatberdasarkan
pedomanKementerianPAN danRB; jumlahmaksimumkeruigiannegarayang belumdiselesaikanberdasarkanpenilaiaBPK, maksimum
temuanin-efektif, dan in-efisienberdasarkanpenilaianAPIP.

Kemudianjumlahmaksimumpegawaiyang dijatuhihukumandisiplinkarenapenyalahgunaanpengelolaankeuanganberdasarkan
keputusanpejabatPembina kepegawaian; jumlahataupessentasepegawaiyang menjaditersangkakorupsiberdasarkankeputusan
pengadilanyang telahmemilikikekuatanhukumtetap.

Sedangkanindikatoroperasional, terdiri dari duahal. Pertama, indikatorutamapencegahankorupsiyang memilikibobotpenilaian60 
persen, dankedua, indikatorpenunjangdenganbobot40 persen. Di sinimencakupberbagaihal, antaralain tingkatkepatuhan
menyampaikanLHKPN, nilaievaluasiAKIP, system perlindunganpelapor, kodeetik, jumlahpengaduanmasyarakatyang dapatdiselesaikan
dalamwaktusatutahun, promosijabatansecaraterbuka, e-procurementdanketerbukaaninformasipublik.
Untukdapatditetapkansebagaiunit kerjaWBK olehMenteri PAN danRB, nilaidari keduaindikatortersebutharuslebihbesardari 75%. 
άPenetapanbisadicabutapabiladi kemudianhariditemukanhal-halyang mengakibatkantidakdipenuhinyalagiindikatorpenilaianΣέ tegas
Menteri.
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1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang
diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai
komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM
melalui reformasi birokrasi, khususnyadalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitaspelayananpublik.

2. Menuju Wilayah Bebasdari Korupsi (Menuju
WBK) adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana,penataansistemmanajemenSDM,
penguatan pengawasan, dan penguatan
akuntabilitaskinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan,penguatanakuntabilitaskinerja,
danpenguatankualitaspelayananpublik.

4. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi
pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang
menyelenggarakanfungsipelayanan.

5. Tim PenilaiInternal (TPI)adalahtim yangdibentuk
oleh pimpinan instansi pemerintah yang
mempunyaitugas melakukanpenilaian unit kerja
dalam rangka memperoleh predikat Menuju
WBK/MenujuWBBM.

6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang
dibentuk untuk melakukanevaluasiterhadap unit
kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas
Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai
Nasional terdiri dari unsur Kementerian
PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK),
danOmbudsmanRepublikIndonesia(ORI).
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Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan 
Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani 
(WBBM)

Merupakan predikat 
yang diberikan kepada 
unit kerja pada instansi 
pemerintah yang 
memenuhi indikasi 
bebas dari korupsi dan 
melayani publik 
dengan baik
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